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BUPi\Tl BOLAANG MONGONDOW SELATAN 

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN 

NOMORL\-CTAHUN 2012 

TENTANG 

BELANJA PENUN,JANG OPERASIONAL 

KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH 

KABUPATEN BOLA.ANG MONOONDOW SELA.TAN 

TAHUN ANG<JARAN 2012 

DENGAN RlJ{MAT TUI-L..\N YANG �.J\HA ESA 

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATA.N, 

•• 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa dalarn rangka. penyelenggaraan otonomi yang luas, 

nyata, dan bertanggung jawab, Kepala Daerah dan WakiI Kepala 
Dacrah rnempunyai pcrarian yang sangat strategis di bidang 

pcnyclcnggaraan pcmcrintahan, pcmbangunan dan pc1ayanan 

masyarakat dan bertanggung jawab sepenuhnya tentang 

jalannya pemerintahan daerah; 

b. bahwa dalam rnelaksanakan kedudukannya sebagai Kepala 

Daerah da.n Wakil Kepala Daerah perlu didukung dengan biaya 
untuk rnenunjang kegiatan operasional Kepala Daerah sesuai 

ketentuan Pasal 9 ayat {2) Peraturan Pemerintah Nornor 109 
Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daeran, dengan besaran yang ditetapkan 

berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagsimana dimaksud pada · 

.huruf a, per1u menetapkan Peraturan Bupati Bolaang 

Mongondow Selatan tentang Belanja Penunjang Operasional 

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten .. Bolaang 

Mongondow Selata.n Tahun Anggara.n 2012;  

L Undang-Undang Republik Indonesia Nornor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nornor 4286}; 
�).. IU . -U d a R- 'bl" k I d . 'N J T h rJ004 _ ndang n anb . epu L� . n . ones1a _omor . . . a .  un - 

tentang Peroendaharaan NegaraTl.embaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nornor 5, Tarnbahan Lernbaran Negara 

Republik Indonesia Ncor 4355); 



• 

.'3. Undang-Undang Repuhlik Indonesia. Nornor 15 Tahun 2004 
rentang Pemeriksaan Pengelolaan rian Tanggung Jawa.b 
Keuangan Negara [Lemoaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400J; 
4. · Undang-Undang Republik . Indonesia Nomor 3� Tahun 2004 

tentang. Pemerintahan Daerah · (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 12.5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437} sebagaimana telah beberapa 

kali diubah, terakhir dengan Uudang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 59, Tarnbahan Lernbaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nornor 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah [Lernbaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2008 

tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan 

di Provinsi Sulawesi Utara [Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nornor 103, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4876); 

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 

2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nornor 210); 

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun. 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4578); 
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2 0 1 1  tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 20 1 2 ;  

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Seiatan 

Nomor 8 Tahun 2011  tentang Pokok-Pokok Pengeiolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang 

Mongondow Selatan Tahun 2 0 1 1  Norn.or 8, Tambahan 
Lemoaran Daerah No1110:r 8); 

1 1 .  Peraruran Daerah Nomor 27 Tahun 20J . 1  tentang Anggaran 

Pendapatan dan Be!anja Daerah Kabupaten Bolaang 

Mongondow Selatan Tahun Anggaran 201 2 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bolaang Mongontlow Selatan Ta.hun 2 0 1 1  Nemer 27, 
Tambahan Lembaran Da�t Nomor 27) ; .  .  ·  ·  .  ·  .  ·  ,  



MEMUTUSKA.N: 

Menetapkan PERi\TURAN BUPATI TENTANG Bt.L��JA PENUNJANG 
OPERl\SIONAL KEPALA DAERAH DAN, ·W.i\KIL !\.�PALA DAERAH 

KABUPATEN BOLAANG- MONGONDOW SELATAN TAHUN 

ANGGARAN 2012.  

BABY 

KETEN'I'UAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud.kan dengan : 
1 .  Kepala Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow Se1atan. 
2. Waki1 Kepala Dacrah adalah Wakil Bupati Bolaan� Mongondow Selatan. 
3.  Daerah adalah Kabupaten Bola.ang Mongondow .Selatan. 

Belanja Penunjang Operasional Kepala Daerah dan VI akil Kepala Daerah yang 

selanjutnya disingkat BPO Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah 
dana. ya.ng disediakan bagi Kepala. Daerah dan Wakil Kepala Daerah setiap 
bulan untuk mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

4. 

• 
Daerah, 

5. Penganggaran adalah rencana keuangan tahunan yang digunakan untuk 

mendanai kelancaran pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan didasarkan pada prinsip 
pencapaian efisiensi dan efektifitas alokasi dana. 

6. Pertanggungjawaban adalah Iaporan yang memuat pengeioiaan sumber daya 
yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah sesnai dengantujuan yang ditetapkan secara periodik. 

• 

BABH 

PENERIMA BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL 

Pasa! 2 

Penerima Belanja Penunjang Operasional adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
. Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. 

BAB Hl 
BESARAN BELANJA PENUNJANG OPERASlONAL 

Pasal3 

(1 )  Besaran Bclanja Penunjang Opcrasionai (BPO} Kcpala Dacrah dan Wakil 

Kepala Daerah ditetapkan bcrdasarkan klasifikasi Pcndapatan Asli Daerah 

sebesar Rp. lS0,000.000,-/tahun, 
(2) Belanja. Penunjang Operasional {BPO} Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

dibayarkan setiap bulannya, dengan 't};ncian sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang mernpakan bagian tid c rerpisahkan dari Peraturan Bupati ini, 



Pasa.14 

Besaran Belanja Penunjang Operasional {Bf'O) Kepala Dacrah dan \Vakil Kepala 
Daerah scbagaimana dimaksud pada pasal 3 dikurangi dcngan PPh Pasal 2 1  sesuai 
ketentuan yang berlaku ten tang perpajakan. 

BAB IV 

PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGGJAWABAN 

BEL.bi.NJA PENUJ.ANG OPERl1.SIONAL 

Pasal 5 

( 1 )  

{2) 

.(3) 

{4} 

Sekretaris Daerah menyusun anggaran BPO Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah secara kolektif. 

Sekretaris Daerah selaku Penggu.na A.i."1ggaran / Pengguna Barang bertanggung 

jawab atas pengelolaan BPO Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 
Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mengajukan 
Surat Perintah Membayar Langsung (SP}1I-LS} untuk pencairan BPO Kepala 
Dacrah dan Wakil Kepala Daerah kepada Bcndahara Umum Daerah dcngan me1ampirkan Kwitansi sebagai tanda terima yang ditandatanga.ni oleh 
Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang .. BPO Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagairnana dirnaksud pada 
ayat {1 )  dianggarkan dalam pos anggaran Sekretariat Daerap. 

Pasat6 

BPO Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat {1) dipergunakan dalam rangka koordinasi, penanggulangan kerawanan 
sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatn.n khusus lainnya guna mendukung 
pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah . 

• BABV 
PEMBAYARAN BELANJA PENUNJANG OPERASlONAL 

Pasal 7 

{l) ·  Belanja Penunjang Operasional {BPO} Kepala Daerah dan \Vakil Kepala Daerah dibayarkan perbulan, setelah ada permintaan dari Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Sekertariat Daerah. 
(2} Belanja Penunjang Operasional (BPO} Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibayarkan terhitung mulai bulan Jawe1-i 2012. 

L-------------------------------------- -------- ·····-- 
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BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal8 

Peraturan Bupati irri mulai berlaku sejak tanggo1 diuridangkan . 

. Agar setiap orang mengetahuinya, memerin ta h k a n  pe n g u n d an g a n  Pera turan Bu pati 
ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow 

Selatan. 

Diundangkan di Mo1ibagu 
pada tanggal 

Ditetapkan di 

pada tanggal 

IBUPATl BOLM 

201.2 

Molibagu 

Q Cil() U Ol r, 2012 

n SEKRETARIS DAERAH 
tKABUPAT�.�- �-:#bi� 

• 

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLA.A.NG MONGONDOW SELATl\N TAHUN 

NO MOR 



LAM.PI RAN 
PERATURAN BUPATj BOLAANG MONGONDOW SELATAN 

NOMOR T.A.HUN 2012 

TENTANG 

BELAN .. JA·PENUN,JANG OPE.RASiONAL (BPO) KEPALA 

DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN 

BOLAANG MONGONDOVI SELATAN 

TA.HUN A.NGGARAN 201 .2 .  

BELAN,JA PENUNJl\NG OPER.i\.SIONAL {BPC)} 

Besaran Belanja Penunjang Operasional iBPO; sebagai berikut : 
Rp. J50.000.000_.00: 1 2  bulan= Rp. 1:2.500.000,00/hu.lan 

• 1 .  Kepala Daerah = 60 %  x Rp. 12.500.000,00 = Rp. 7.500.000,00/bulatl 
2. Wakil Kcpala Daerah = 40�/o x Rp. 12.500.000,00 = Rp. 5.000.000,00/ bulan 

• 


